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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. 
Pertanggungjawaban Pidana Operator dalam Tindak Pidana Perjudian Mesin Elektronik menurut KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku pada Laporan Polisi Nomor: LP/A/05/V/2025/SPKT/Polres Langkat/Polda Sumatera Utara

Pertanggungjawaban pidana operator dalam tindak pidana perjudian mesin elektronik harus dipahami sebagai pertanggungjawaban terhadap orang yang secara sadar menjalankan fungsi operasional dalam permainan judi. Dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LP/A/05/V/2025/SPKT/Polres Langkat/Polda Sumatera Utara, tersangka Zeny Zanubah Arifah alias Zeny tidak hanya berada di lokasi, tetapi diduga menjalankan mesin, menjaga permainan, menerima uang, menjual chip, serta melayani pemain. Oleh karena itu, penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya melihat siapa pemilik mesin, tetapi juga harus melihat peran konkret operator dalam membuat permainan judi dapat berlangsung.

Berdasarkan BAP pelapor, penangkapan terhadap Zeny dilakukan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di Dusun II Pondok Jagung, Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Pada saat penangkapan, tersangka ditemukan sedang menjalankan usaha dan menjaga permainan mesin judi jenis ikan-ikan. Fakta tertangkap tangan ini menjadi dasar penting karena menunjukkan adanya hubungan langsung antara keberadaan tersangka di tempat kejadian perkara dengan aktivitas perjudian yang sedang berlangsung.

Dalam BAP tersangka, Zeny menerangkan bahwa dirinya mengerti diperiksa karena tertangkap tangan sedang menjaga permainan perjudian jenis mesin ikan-ikan di sebuah rumah/warung di wilayah Dusun II Pondok Jagung. Keterangan ini menunjukkan adanya pengakuan faktual mengenai posisi tersangka sebagai penjaga permainan. Namun, pengakuan tersebut tetap perlu dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan saksi agar pertanggungjawaban pidana tidak hanya bertumpu pada satu keterangan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap operator harus dilihat dari adanya perbuatan aktif. Dalam perkara ini, Zeny menerangkan bahwa perannya adalah sebagai penjaga permainan judi mesin ikan-ikan dan menjual chip kepada pemain. Perbuatan menjual chip menunjukkan bahwa tersangka bukan hanya menjaga keberadaan mesin, tetapi terlibat dalam transaksi yang memungkinkan pemain menggunakan mesin tersebut sebagai sarana perjudian.

Keterangan saksi polisi memperjelas bahwa Zeny berperan sebagai operator dan penjaga mesin ikan-ikan serta menerima uang yang ditukarkan menjadi argo atau chip. Peran ini menunjukkan bahwa tersangka menjalankan fungsi penting dalam mekanisme perjudian elektronik, karena pemain tidak dapat menjalankan permainan tanpa membeli argo atau chip terlebih dahulu. Dengan demikian, operator menjadi pintu awal bagi pemain untuk masuk ke dalam permainan judi.

Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa satu unit mesin judi ikan-ikan, uang tunai Rp305.000, satu buah chip, dan satu buah kunci mesin ikan-ikan. Keempat barang bukti tersebut saling berkaitan dengan fungsi operator. Mesin menjadi alat utama permainan, chip menjadi alat konversi nilai permainan, uang menjadi hasil transaksi, sedangkan kunci menunjukkan adanya akses atau kendali terhadap mesin.

Dalam pemeriksaan tambahan, Zeny menjelaskan bahwa chip digunakan untuk memasukkan argo atau saldo ke dalam layar permainan. Argo tersebut kemudian dipakai sebagai “peluru” untuk menembak gambar ikan dalam layar permainan. Keterangan ini memperlihatkan bahwa permainan ikan-ikan memiliki sistem nilai yang dikonversi dari uang menjadi chip atau argo, lalu digunakan dalam permainan yang mengandung unsur untung-untungan.

Zeny juga menerangkan bahwa pemain membeli argo paling rendah Rp10.000 dan memperoleh 1.000 argo. Argo tersebut digunakan untuk bermain, dan apabila pemain memperoleh hasil tertentu, argo dapat ditukar kembali menjadi uang. Pola ini memperlihatkan adanya taruhan, permainan, dan kemungkinan memperoleh keuntungan, sehingga mesin ikan-ikan tidak dapat dipahami hanya sebagai permainan hiburan biasa.

Menurut R. Soesilo, perjudian adalah permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan memperoleh keuntungan pada nasib atau untung-untungan. Berdasarkan pandangan tersebut, mesin ikan-ikan dapat dikualifikasikan sebagai sarana perjudian apabila uang pemain dikonversi menjadi argo, argo dipakai untuk bermain, lalu hasil kemenangan dapat ditukar kembali menjadi uang.

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP menjadi dasar yang digunakan dalam BAP perkara ini. Pasal tersebut pada pokoknya mengatur larangan terhadap orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha tersebut. Dalam perkara Zeny, tindakan menjaga mesin, menerima uang, menjual chip, dan melayani penukaran hasil permainan memiliki hubungan dengan unsur memberi kesempatan untuk bermain judi.

Selain Pasal 303 KUHP lama, penelitian ini juga relevan meninjau Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Meskipun perkara terjadi pada 5 Mei 2025 dan secara praktik masih menggunakan KUHP lama, Pasal 426 KUHP baru dapat digunakan sebagai perspektif akademik karena substansinya tetap menempatkan perbuatan memberi kesempatan untuk main judi dan turut serta dalam usaha perjudian sebagai perbuatan pidana.

Pasal 426 KUHP baru mempertahankan gagasan bahwa tindak pidana perjudian tidak hanya dilakukan oleh pemain atau bandar, tetapi juga pihak yang memberi kesempatan dan turut serta dalam usaha perjudian. Dalam konteks operator mesin ikan-ikan, rumusan ini penting karena operator adalah pihak yang secara langsung melayani pemain, mengoperasikan sarana permainan, serta mengelola chip dan uang hasil permainan.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dibangun hanya dari perbuatan lahiriah, tetapi juga membutuhkan unsur kesalahan. Dalam BAP, Zeny menyatakan bahwa ia mengetahui segala jenis perjudian dilarang dan melanggar hukum, serta pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Keterangan ini memperkuat bahwa tersangka memiliki pengetahuan terhadap larangan hukum, tetapi tetap menjalankan fungsi sebagai operator.

Moeljatno menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan pidana dan kesalahan pada diri pelaku. Perbuatan pidana berkaitan dengan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan kesalahan berkaitan dengan keadaan batin pelaku yang dapat dicela. Dalam perkara ini, perbuatan Zeny menjaga dan mengoperasikan permainan mesin ikan-ikan merupakan perbuatan yang dilarang, sedangkan pengetahuannya mengenai larangan perjudian memperkuat aspek kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab juga menjadi bagian penting dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam BAP, Zeny menerangkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa. Tidak terdapat keterangan yang menunjukkan adanya gangguan kejiwaan atau keadaan lain yang menghapus kemampuan bertanggung jawab. Oleh karena itu, secara hukum tersangka dapat dipandang sebagai subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, pertanggungjawaban pidana dibangun dari hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan celaan hukum terhadap pelaku. Dalam perkara operator perjudian mesin elektronik, celaan hukum tidak hanya muncul karena tersangka berada di tempat kejadian, tetapi karena tersangka menjalankan fungsi yang memungkinkan permainan judi berlangsung, yaitu menjual chip, menerima uang, membuka mesin, dan menukar argo menjadi uang.

Dalam pemeriksaan tambahan, Zeny menerangkan bahwa uang hasil permainan disetorkan melalui seseorang bernama Zona yang datang setiap hari sekitar pukul 21.00 WIB. Sebelum menyerahkan uang, Zeny membuka mesin dengan kunci, melihat rekap permainan, menghitung keuntungan, memfoto hasilnya, dan mengirimkan foto tersebut melalui WhatsApp. Keterangan ini memperlihatkan adanya fungsi pengelolaan hasil permainan oleh operator.

Keterangan mengenai penyetoran uang kepada Zona menunjukkan adanya rantai kerja dalam perjudian mesin elektronik. Operator berperan di tingkat lapangan, sedangkan pihak lain berperan mengambil hasil keuntungan. Walaupun operator bukan pemilik mesin, ia tetap menjadi bagian penting dari usaha perjudian karena ia mengelola transaksi harian dan menyerahkan hasil permainan kepada pihak yang ditunjuk.

Zeny juga menerangkan bahwa pemilik mesin ikan-ikan setahunya bernama Trias, tetapi ia tidak mengetahui alamat lengkapnya dan belum pernah bertemu langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa perjudian mesin elektronik dapat berjalan melalui struktur yang tidak sepenuhnya terbuka. Namun, ketidakjelasan identitas pemilik mesin tidak menghapus pertanggungjawaban operator karena perbuatan operator sendiri telah memenuhi fungsi operasional dalam perjudian.

Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana berfungsi sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam konteks perjudian mesin elektronik, operator memiliki kontribusi nyata terhadap berlangsungnya praktik perjudian karena ia melayani pemain dan mengelola transaksi permainan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap operator merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan perjudian di tingkat praktik.

Motif ekonomi juga terlihat dalam perkara ini. Zeny menerangkan bahwa ia memperoleh gaji Rp170.000 per 12 jam dari menjaga permainan judi mesin ikan-ikan. Dalam pemeriksaan tambahan, Zeny menjelaskan bahwa upah tersebut diambil atau dipotong langsung dari hasil penjualan atau penukaran argo/chip sesuai kesepakatan dengan Zona. Keterangan ini memperlihatkan bahwa peran operator dilakukan dengan imbalan ekonomi.

Motif ekonomi memang bukan unsur utama dalam Pasal 303 KUHP, tetapi dapat memperkuat pembuktian mengenai kesengajaan dan keterlibatan tersangka dalam usaha perjudian. Apabila seseorang menerima upah dari kegiatan menjaga mesin, menjual chip, dan mengelola hasil permainan, maka perbuatannya sulit dipandang sebagai perbuatan yang tidak disengaja atau sekadar kebetulan berada di lokasi.

Menurut Adami Chazawi, kesengajaan dapat dilihat dari pengetahuan dan kehendak pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara Zeny, kesengajaan tampak dari tindakan menjaga mesin, menjual argo/chip, membuka mesin, menghitung rekap, menyerahkan hasil kepada Zona, serta mengetahui bahwa perjudian dilarang. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya kesadaran dan kehendak untuk terlibat dalam kegiatan perjudian.

Keterangan saksi Sarianto sebagai Kepala Dusun juga memperkuat keberadaan perjudian mesin ikan-ikan di lokasi kejadian. Sarianto menerangkan bahwa ia mengetahui adanya permainan judi ikan-ikan di sebuah warung di areal tanah garapan Dusun II Pondok Jagung, Desa Gohor Lama. Ia juga mengetahui bahwa Zeny adalah perempuan yang menjaga mesin tersebut. Keterangan masyarakat setempat ini memperkuat fakta bahwa peran operator dikenal di lingkungan lokasi perjudian.

Sarianto juga menerangkan bahwa permainan judi mesin ikan-ikan tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang maupun pemerintah desa. Keterangan ini memperkuat unsur tanpa izin dalam tindak pidana perjudian. Dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana, ketiadaan izin menunjukkan bahwa perbuatan menjalankan atau memberi kesempatan bermain judi dilakukan secara melawan hukum.

Pertanggungjawaban pidana operator dapat dibangun melalui pertemuan antara perbuatan aktif, ketiadaan izin, kesalahan, dan keuntungan ekonomi. Zeny tidak memiliki izin, tetapi tetap menjaga mesin, menjual chip, melayani pemain, dan memperoleh upah. Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap operator memiliki dasar faktual dan yuridis yang saling mendukung.

Menurut Frans Maramis, sifat melawan hukum menunjukkan bahwa perbuatan pelaku bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan patut dikenai reaksi pidana. Dalam perkara mesin ikan-ikan, sifat melawan hukum tampak dari perbuatan menjalankan sarana perjudian tanpa izin dan pengetahuan tersangka bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang.

Pertanggungjawaban pidana operator perlu dibedakan dari pertanggungjawaban pemilik mesin. Pemilik mesin dapat dipandang sebagai pihak yang menyediakan sarana atau modal, sedangkan operator adalah pihak yang berhadapan langsung dengan pemain dan menjalankan transaksi permainan. Walaupun tingkat perannya berbeda, operator tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena perbuatannya membuat perjudian berlangsung secara nyata di lapangan.

Peran Zeny juga tidak dapat dianggap sebagai peran kecil karena ia memegang chip, uang hasil permainan, dan kunci mesin. Selain itu, ia melakukan rekap keuntungan, memfoto hasil rekap, dan mengirimkannya kepada Zona melalui WhatsApp. Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan adanya kontrol operasional, bukan sekadar kehadiran pasif di tempat kejadian.

Menurut Andi Hamzah, pertanggungjawaban pidana tidak hanya melekat kepada pihak yang menjadi aktor utama, tetapi juga kepada pihak yang dengan sadar mengambil bagian dalam terjadinya tindak pidana. Dalam perkara ini, Zeny mengambil bagian secara sadar melalui fungsi operator yang melayani pemain dan mengelola chip. Oleh karena itu, perannya dapat dimaknai sebagai bagian dari pelaksanaan tindak pidana perjudian.

Dalam hukum pidana, perbuatan memberi kesempatan bermain judi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, termasuk menyediakan sarana, menerima pembayaran, atau mengatur mekanisme permainan. Mesin ikan-ikan dalam perkara ini menjadi sarana utama, sedangkan operator menjadi pihak yang membuat sarana tersebut dapat digunakan oleh pemain. Karena itu, pertanggungjawaban operator tidak dapat dilepaskan dari fungsi mesin sebagai alat perjudian.

Menurut P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, tindak pidana perjudian harus dilihat dari aktivitas yang memberi peluang kepada orang lain untuk ikut serta dalam permainan yang mengandung taruhan. Pendapat tersebut sesuai dengan posisi operator mesin ikan-ikan yang menerima uang dan mengubahnya menjadi argo/chip untuk dipakai pemain. Dengan demikian, operator menyediakan jalan bagi pemain untuk melakukan permainan judi.

Hasil wawancara dengan penyidik menunjukkan bahwa operator mesin perjudian elektronik dipandang sebagai pihak yang memiliki fungsi vital karena pemain bergantung pada operator untuk membeli chip, mengisi argo, dan menukar kembali hasil permainan. Tanpa operator, mesin dapat berada di lokasi, tetapi tidak berjalan sebagai usaha perjudian yang aktif. Hal ini memperkuat dasar pertanggungjawaban pidana terhadap operator.

Keterangan saksi Syaiful Kaloko dan Lukman Santoso menunjukkan bahwa Zeny tertangkap tangan saat menjalankan usaha perjudian dan menunggu pemain. Keterangan ini penting karena menggambarkan bahwa penangkapan tidak dilakukan berdasarkan dugaan kosong, melainkan pada saat operator sedang menjalankan fungsi perjudian. Keterangan dua saksi polisi tersebut memperkuat fakta tertangkap tangan.

Dalam pemeriksaan tambahan tanggal 25 Juni 2025, Zeny menjelaskan hubungan antara chip dan uang tunai Rp305.000 dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan. Ia menerangkan bahwa chip digunakan untuk memasukkan argo yang dibeli pemain, sedangkan uang tunai merupakan uang hasil penjualan atau penukaran argo/chip dalam permainan. Keterangan ini menghubungkan barang bukti dengan aktivitas perjudian secara langsung.

Hubungan antara barang bukti dan peran operator menjadi sangat penting dalam pembuktian pertanggungjawaban pidana. Uang tunai tidak otomatis menjadi uang perjudian apabila tidak dijelaskan sumbernya. Namun, dalam perkara ini, uang Rp305.000 dihubungkan dengan keterangan tersangka dan saksi bahwa uang tersebut berasal dari transaksi chip atau argo dalam permainan ikan-ikan.

Menurut Lilik Mulyadi, pembuktian perkara pidana harus menghubungkan fakta, alat bukti, dan unsur pidana secara sistematis. Dalam perkara ini, fakta tertangkap tangan, barang bukti mesin, chip, kunci, uang, keterangan saksi, dan pengakuan tersangka harus dibaca sebagai satu rangkaian. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa operator dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena menjalankan fungsi langsung dalam perjudian.

Pertanggungjawaban pidana operator juga dapat dianalisis dari unsur “tanpa hak” atau “tanpa izin”. Dalam BAP, baik saksi polisi maupun saksi masyarakat menerangkan bahwa perjudian mesin ikan-ikan tidak memiliki izin. Zeny sendiri juga mengakui tidak mendapat izin dari pihak mana pun. Fakta ini memperkuat sifat melawan hukum dari kegiatan yang dijalankan operator.

Menurut Teguh Prasetyo, sifat melawan hukum dan kesalahan merupakan dua aspek penting dalam menilai pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum menunjukkan perbuatan bertentangan dengan hukum, sedangkan kesalahan menunjukkan pelaku layak dicela. Dalam perkara ini, kedua aspek tersebut tampak dari perbuatan Zeny menjalankan mesin judi tanpa izin dan pengetahuannya bahwa perjudian dilarang.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap operator juga harus memperhatikan proporsi peran. Zeny bukan pemilik mesin dan bukan pihak yang disebut menerima seluruh keuntungan, tetapi ia tetap menjalankan peran lapangan yang membuat permainan berlangsung. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidananya harus didasarkan pada fungsi operasional yang ia lakukan, bukan semata-mata pada kepemilikan mesin.

Menurut Sudarto, hukum pidana sebaiknya digunakan terhadap perbuatan yang secara nyata menimbulkan gangguan terhadap ketertiban masyarakat. Perjudian mesin ikan-ikan yang berada di warung atau lahan garapan dapat menimbulkan keresahan sosial karena mengundang masyarakat untuk bermain judi. Operator yang menjaga mesin turut menjaga keberlangsungan aktivitas tersebut sehingga layak dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dari aspek praktik penegakan hukum, penyidik Polres Langkat membangun pertanggungjawaban pidana operator melalui penangkapan tertangkap tangan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan pelapor, pemeriksaan saksi polisi, pemeriksaan saksi masyarakat, pemeriksaan tersangka, dan pemeriksaan tambahan. Tahapan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dibangun secara tunggal, tetapi melalui rangkaian alat bukti yang saling menguatkan.

Dalam wawancara, penyidik menjelaskan bahwa pemeriksaan tambahan terhadap tersangka dilakukan untuk memperjelas hubungan operator dengan pemilik mesin, pihak pengutip hasil, sistem penjualan chip, serta alur penyetoran uang. Pemeriksaan tambahan ini penting karena tindak pidana perjudian mesin elektronik tidak hanya melibatkan mesin sebagai benda, tetapi juga melibatkan jaringan orang yang menjalankan dan mengambil keuntungan dari mesin tersebut.

Menurut M. Yahya Harahap, penyidikan bertujuan membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya melalui pengumpulan bukti. Dalam perkara ini, penyidikan telah mengarah pada pembuktian bahwa Zeny adalah operator yang menjalankan fungsi perjudian di lapangan. Bukti-bukti yang dikumpulkan tidak hanya menunjukkan adanya mesin, tetapi juga menjelaskan bagaimana mesin itu digunakan sebagai sarana judi.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana operator dalam tindak pidana perjudian mesin elektronik pada Laporan Polisi Nomor: LP/A/05/V/2025/SPKT/Polres Langkat/Polda Sumatera Utara dapat dibangun dari perbuatan aktif, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, sifat melawan hukum, ketiadaan izin, dan hubungan fungsional tersangka dengan usaha perjudian. Peran Zeny sebagai penjaga, penjual chip, penukar argo, pemegang kunci, penghitung rekap, pengirim hasil kepada Zona, dan penerima upah menunjukkan bahwa ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai operator perjudian mesin elektronik.

B. 
Kualifikasi Peran Operator Mesin Perjudian Elektronik sebagai Pelaku, Turut Serta (Medepleger), atau Pembantu (Medeplichtige) dalam Tindak Pidana Perjudian
Kualifikasi peran operator mesin perjudian elektronik harus dianalisis berdasarkan fungsi nyata yang dilakukan oleh operator dalam rangkaian tindak pidana perjudian. Dalam perkara Zeny Zanubah Arifah alias Zeny, peran operator tidak dapat hanya dilihat sebagai penjaga tempat, tetapi harus dinilai dari aktivitas menerima uang, menjual chip, melayani pemain, membuka mesin, menghitung rekap, dan menyerahkan atau melaporkan hasil permainan kepada pihak lain. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai posisi operator harus diarahkan pada apakah peran tersebut termasuk pelaku, turut serta, atau pembantu dalam tindak pidana perjudian.

Secara faktual, BAP tersangka menunjukkan bahwa Zeny menerangkan perannya sebagai penjaga permainan judi mesin ikan-ikan dan penjual chip kepada pemain. Keterangan ini menunjukkan adanya keterlibatan langsung dalam pelaksanaan perjudian, karena operator menjadi pihak yang melayani pemain agar dapat mengakses permainan. Dengan demikian, peran tersebut tidak bersifat pasif, melainkan aktif dalam menjalankan mekanisme perjudian mesin elektronik.

Dalam BAP pelapor Sunariyo, Zeny disebut tertangkap tangan saat menjalankan usaha dan menjaga permainan mesin judi jenis ikan-ikan. Keterangan ini penting karena menunjukkan bahwa pada saat dilakukan penindakan, tersangka sedang berada dalam posisi operasional, bukan hanya berada di lokasi secara kebetulan. Fakta tertangkap tangan tersebut menjadi dasar awal untuk menilai bahwa operator dapat dikualifikasikan sebagai pelaku dalam tindak pidana perjudian.

Kualifikasi sebagai pelaku dapat dibangun apabila operator melakukan perbuatan yang secara langsung memenuhi unsur tindak pidana perjudian. Dalam perkara ini, Zeny menerima uang dari pemain, menukarkan uang menjadi argo atau chip, serta memungkinkan pemain menggunakan mesin untuk bermain. Perbuatan tersebut dapat dipahami sebagai tindakan memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi, sebagaimana unsur yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Sebagai pelaku, operator tidak harus menjadi pemilik mesin atau pemilik modal. Hukum pidana menilai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan yang dilakukan dan hubungan perbuatan tersebut dengan unsur delik. Dalam perkara Zeny, meskipun pemilik mesin disebut bernama Trias, Zeny tetap dapat dipandang sebagai pelaku lapangan karena ia menjalankan mesin, melayani pemain, dan mengelola transaksi chip setiap hari.

Peran operator semakin kuat sebagai pelaku karena Zeny memegang kunci mesin ikan-ikan. Kunci mesin menunjukkan adanya akses dan kewenangan faktual untuk membuka mesin, melihat rekap, dan menghitung keuntungan permainan. Orang yang memegang kunci mesin bukan hanya penjaga biasa, tetapi memiliki kontrol operasional terhadap sarana utama perjudian.

Dalam pemeriksaan tambahan tanggal 19 Mei 2025, Zeny menjelaskan bahwa setiap hari sekitar pukul 20.30 WIB ia membuka mesin dengan kunci, melihat hasil rekap permainan, menjumlahkan keuntungan, memfoto rekap, dan mengirimkannya melalui WhatsApp. Keterangan ini menunjukkan bahwa Zeny memiliki peran dalam pengelolaan hasil perjudian, bukan hanya melayani pemain pada saat permainan berlangsung.

Kualifikasi sebagai pelaku juga didukung oleh fakta bahwa Zeny memperoleh upah Rp170.000 per 12 jam dari hasil menjaga permainan judi mesin ikan-ikan. Upah tersebut menunjukkan adanya hubungan kerja atau setidaknya kesepakatan ekonomi antara operator dengan pihak pengelola hasil permainan. Dengan demikian, peran operator bukan bersifat insidental, melainkan dilakukan secara terus-menerus dan berorientasi pada keuntungan.

Menurut Adami Chazawi, pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau yang secara langsung mewujudkan unsur delik. Jika pendapat ini diterapkan pada perkara Zeny, maka perannya sebagai operator dapat dikualifikasikan sebagai pelaku karena ia secara langsung melakukan tindakan yang memberi kesempatan kepada pemain untuk berjudi melalui mesin ikan-ikan.

Namun, peran operator juga dapat dianalisis sebagai bagian dari penyertaan atau turut serta (medepleger). Hal ini karena perjudian mesin elektronik dalam perkara ini tidak hanya melibatkan Zeny, tetapi juga pihak lain seperti pemilik mesin yang disebut bernama Trias dan pengutip hasil permainan bernama Zona. Adanya pembagian fungsi antara operator, pemilik mesin, dan pengutip hasil menunjukkan kemungkinan adanya kerja sama dalam usaha perjudian.

Dalam pemeriksaan tambahan, Zeny menerangkan bahwa pemilik mesin ikan-ikan bernama Trias, tetapi ia tidak mengetahui alamatnya secara jelas dan belum pernah bertemu langsung. Meskipun demikian, keterangan mengenai adanya pemilik mesin menunjukkan bahwa operator bukan satu-satunya pihak dalam rangkaian perjudian. Zeny menjalankan fungsi lapangan, sedangkan pemilik mesin diduga menyediakan sarana perjudian.

Selain Trias, terdapat nama Zona yang disebut sebagai pihak yang setiap hari datang mengambil uang hasil permainan ikan-ikan. Zeny menjelaskan bahwa uang hasil permainan diserahkan kepada Zona setelah ia membuka mesin, melihat rekap, menghitung keuntungan, memfoto hasilnya, dan mengirimkan foto tersebut. Fakta ini menunjukkan adanya relasi kerja antara operator dengan pihak pengutip hasil.

Apabila dikaitkan dengan konsep medepleger, keterlibatan Zeny dapat dipahami sebagai turut serta apabila terbukti terdapat kerja sama sadar antara Zeny dengan pihak lain untuk menjalankan perjudian. Kerja sama tersebut tidak harus selalu berupa perjanjian tertulis, tetapi dapat terlihat dari pembagian peran yang saling melengkapi. Zeny menjalankan mesin dan melayani pemain, sedangkan Zona mengambil hasil dan Trias disebut sebagai pemilik mesin.

Menurut Moeljatno, penyertaan dalam tindak pidana mengandung pengertian adanya hubungan antara beberapa orang dalam mewujudkan tindak pidana. Dalam konteks ini, apabila operator, pengutip hasil, dan pemilik mesin memiliki hubungan fungsi yang saling mendukung, maka operator dapat dianalisis sebagai pihak yang turut serta dalam tindak pidana perjudian, bukan sekadar pihak yang membantu dari luar.

Kualifikasi sebagai turut serta menjadi semakin relevan karena Zeny bukan hanya melaksanakan perintah pasif, tetapi juga menjalankan bagian penting dari usaha perjudian. Ia menerima uang, menjual chip, membuka mesin, menghitung rekap, dan mengirimkan laporan hasil permainan. Rangkaian perbuatan ini menunjukkan adanya kontribusi utama dalam terlaksananya perjudian, sehingga posisinya lebih kuat daripada pembantu.

Dalam doktrin hukum pidana, turut serta biasanya menuntut adanya kerja sama erat dan kesadaran bersama untuk mewujudkan tindak pidana. Dalam perkara ini, kesadaran Zeny dapat dilihat dari pengakuannya bahwa perjudian dilarang, tetapi ia tetap bekerja sebagai penjaga mesin karena tidak memiliki pekerjaan dan membutuhkan penghasilan. Kesadaran ini memperkuat bahwa keterlibatan operator dilakukan secara sengaja.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, medepleger ditandai dengan adanya kerja sama yang erat dan kontribusi yang signifikan dalam terwujudnya tindak pidana. Apabila peran seseorang bersifat penting dan tindak pidana tidak akan berjalan tanpa kontribusinya, maka peran tersebut dapat dinilai sebagai turut serta. Dalam perkara Zeny, permainan mesin ikan-ikan membutuhkan operator untuk menjual chip dan menukar argo menjadi uang, sehingga kontribusinya signifikan.

Peran operator juga dapat dibandingkan dengan kategori pembantu atau medeplichtige. Pembantu dalam tindak pidana biasanya adalah pihak yang memberikan bantuan sebelum atau saat tindak pidana dilakukan, tetapi tidak menjadi pelaku inti. Apabila operator hanya menjaga tempat tanpa melayani pemain atau mengelola transaksi, maka mungkin dapat diperdebatkan sebagai pembantu. Namun, fakta dalam BAP menunjukkan bahwa peran Zeny jauh lebih aktif daripada sekadar membantu.

Dalam perkara ini, Zeny tidak hanya memberi bantuan tambahan, tetapi menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan pemain. Pemain membeli argo kepada Zeny, memainkan mesin dengan argo tersebut, dan apabila memperoleh hasil dapat menukar kembali argo menjadi uang melalui Zeny. Fungsi ini menjadikan operator sebagai pusat transaksi antara pemain dan mesin perjudian.

Kualifikasi sebagai pembantu menjadi kurang tepat apabila melihat fakta bahwa operator memegang kunci mesin, menghitung rekap, dan mengirim laporan hasil kepada Zona. Tindakan tersebut bukan bantuan ringan, melainkan bagian dari pengelolaan usaha perjudian. Oleh karena itu, dalam perkara ini operator lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelaku atau setidaknya turut serta, bukan hanya pembantu.

Menurut Teguh Prasetyo, pembantu tindak pidana memiliki kedudukan yang lebih ringan daripada pelaku atau turut serta karena kontribusinya tidak langsung menjadi inti pelaksanaan delik. Jika pendapat ini digunakan, maka peran Zeny sulit ditempatkan sebagai pembantu karena kontribusinya justru berada pada inti pelaksanaan perjudian, yaitu pelayanan chip, penukaran argo, dan pengelolaan hasil permainan.

Keterangan saksi Sarianto juga memperkuat bahwa Zeny dikenal sebagai orang yang menjaga dan menjadi operator mesin judi ikan-ikan di warung milik Husein. Saksi tersebut bahkan menerangkan bahwa ia melihat Zeny berada di lokasi dan melayani orang yang hendak bermain dengan menukarkan uang menjadi argo atau chip. Keterangan ini memperjelas bahwa peran operator dilakukan secara nyata di hadapan masyarakat sekitar.

Dari sudut perbuatan, operator mesin perjudian elektronik memenuhi ciri pelaku karena menguasai proses pelayanan permainan. Pemain tidak dapat langsung menggunakan mesin tanpa bantuan operator untuk mengisi argo atau chip. Dengan demikian, operator memiliki posisi yang menentukan berlangsung atau tidaknya perjudian di tingkat lapangan.

Namun, dari sudut jaringan, operator juga dapat dipandang sebagai bagian dari turut serta karena ia tidak bekerja sendiri. Ada pemilik mesin, pihak pengutip hasil, dan tempat perjudian yang digunakan. Oleh karena itu, konstruksi hukum yang paling lengkap adalah menempatkan operator sebagai pelaku lapangan yang juga terhubung dengan penyertaan dalam usaha perjudian.

Menurut Frans Maramis, penyertaan pidana tidak harus selalu tampak dalam bentuk pembagian tugas yang tertulis, tetapi dapat dilihat dari keterkaitan faktual antarperan. Dalam perkara ini, keterkaitan faktual terlihat dari Zeny sebagai operator, Zona sebagai pengambil hasil, dan Trias sebagai pihak yang disebut pemilik mesin. Hubungan peran tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa perjudian berjalan melalui struktur kerja.

Kualifikasi peran operator juga dapat dibaca melalui penguasaan terhadap barang bukti. Zeny ditemukan bersama mesin, chip, uang tunai, dan kunci mesin. Penguasaan terhadap barang-barang tersebut menunjukkan bahwa ia memiliki akses terhadap alat permainan, alat transaksi, dan hasil permainan. Penguasaan ini menjadi indikator bahwa operator berada pada posisi pelaksana utama di lapangan.

Dalam BAP tanggal 25 Juni 2025, Zeny menerangkan bahwa uang tunai Rp305.000 merupakan uang hasil penjualan atau penukaran argo/chip oleh pemain. Keterangan ini memperjelas hubungan langsung antara uang tunai dengan aktivitas perjudian. Artinya, operator mengelola uang yang berasal dari aktivitas permainan, sehingga perannya tidak dapat direduksi menjadi pembantu pasif.

Kualifikasi sebagai pelaku juga diperkuat oleh fakta bahwa Zeny menjelaskan sendiri mekanisme permainan ikan-ikan secara rinci. Ia mengetahui nilai argo, jumlah chip, nilai tembakan, serta mekanisme penukaran hasil permainan menjadi uang. Pengetahuan teknis tersebut menunjukkan bahwa operator memahami cara kerja perjudian dan menjalankannya secara sadar.

Menurut P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, orang yang menyediakan kesempatan untuk berjudi dapat dipidana karena perbuatannya mempermudah atau memungkinkan orang lain melakukan perjudian. Dalam konteks mesin ikan-ikan, operator adalah orang yang menyediakan kesempatan secara langsung karena ia mengoperasikan hubungan antara uang, chip, mesin, dan pemain.

Peran operator sebagai pelaku dapat pula dilihat dari unsur “menawarkan atau memberi kesempatan”. Zeny memberi kesempatan kepada pemain dengan cara menjual argo atau chip dan menyediakan layanan penukaran kembali apabila pemain memperoleh kemenangan. Fungsi ini menjadikan operator sebagai pelaksana langsung unsur delik perjudian.

Sementara itu, peran operator sebagai turut serta dapat dilihat dari hubungan dengan Zona. Zeny tidak hanya mengelola hasil untuk dirinya sendiri, tetapi menyerahkan hasil kepada Zona dan mengirim foto rekap melalui WhatsApp. Tindakan ini menunjukkan bahwa operator menjalankan bagian dari sistem yang lebih luas, sehingga unsur penyertaan dapat dipertimbangkan.

Menurut Andi Hamzah, penyertaan dapat terjadi apabila beberapa orang secara sadar mengambil bagian dalam suatu tindak pidana dengan peran yang berbeda-beda. Dalam perkara ini, perbedaan peran tampak antara operator, pengutip hasil, dan pemilik mesin. Perbedaan peran tersebut tidak menghilangkan pertanggungjawaban masing-masing pihak apabila perbuatannya mendukung terjadinya tindak pidana.

Kualifikasi sebagai pembantu seharusnya ditempatkan sebagai alternatif terakhir apabila peran operator terbukti hanya membantu dari luar dan tidak melakukan inti perbuatan perjudian. Akan tetapi, fakta BAP menunjukkan bahwa Zeny melakukan inti perbuatan, yaitu menjual chip, menukar uang, mengoperasikan mesin, dan menerima hasil. Oleh karena itu, pembantu bukan kualifikasi paling tepat terhadap operator dalam perkara ini.

Dalam perspektif pertanggungjawaban pidana, kedudukan Zeny lebih dekat kepada pelaku karena ia memenuhi unsur perbuatan secara langsung. Namun, apabila penyidik mampu membuktikan hubungan yang lebih kuat dengan Zona dan Trias, maka konstruksi turut serta juga dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa perjudian dilakukan melalui kerja sama beberapa pihak. Dengan demikian, dua konstruksi tersebut dapat saling melengkapi.

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana harus mampu melihat struktur kejahatan, bukan hanya pelaku yang tampak di permukaan. Dalam perjudian mesin elektronik, operator memang pelaku yang terlihat di lapangan, tetapi di belakangnya dapat terdapat pemilik mesin dan pihak pengutip hasil. Karena itu, operator dapat diproses sebagai pelaku, sembari penyidik tetap mengembangkan perkara kepada pihak lain.

Keterangan saksi polisi menyebutkan bahwa sewaktu ditanyakan kepada Zeny, ia mengaku telah menjalankan usaha perjudian mesin ikan-ikan selama sekitar satu minggu. Durasi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan operator bukan peristiwa sesaat, tetapi sudah berjalan dalam kurun waktu tertentu. Hal ini mendukung penilaian bahwa operator memiliki peran stabil dalam kegiatan perjudian.

Keterangan tersangka bahwa ia bekerja karena tidak memiliki pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Alasan ekonomi dapat menjelaskan motif, tetapi tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan mengoperasikan mesin perjudian. Dengan demikian, alasan kebutuhan hidup hanya dapat dipertimbangkan secara sosial, bukan sebagai alasan pembenar atau pemaaf.

Menurut Sudarto, alasan pemidanaan tidak hanya melihat perbuatan, tetapi juga memperhatikan kepentingan perlindungan masyarakat. Perjudian mesin elektronik yang dioperasikan di lingkungan masyarakat dapat menimbulkan keresahan dan dampak sosial. Oleh karena itu, operator yang menjaga keberlangsungan permainan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban agar praktik perjudian tidak terus berkembang.

Dalam praktik penegakan hukum, penyidik perlu berhati-hati membedakan antara operator sebagai pelaku dan operator sebagai pembantu. Pembeda utamanya terletak pada apakah operator menjalankan inti permainan atau hanya membantu secara tidak langsung. Dalam perkara Zeny, bukti menunjukkan bahwa ia menjalankan inti permainan, sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelaku atau turut serta.

Menurut Lilik Mulyadi, pembuktian pidana harus memperhatikan kesesuaian antara fakta, alat bukti, dan konstruksi pasal yang diterapkan. Jika pasal yang digunakan adalah Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka fakta yang harus ditekankan adalah tindakan memberi kesempatan bermain judi dan turut serta dalam usaha perjudian. Fakta dalam BAP Zeny mendukung kedua konstruksi tersebut.

Penguasaan operator terhadap chip dan kunci mesin juga menunjukkan bahwa ia bukan orang luar. Chip digunakan untuk mengisi argo, sedangkan kunci digunakan untuk membuka dan melihat rekap mesin. Dengan memegang dua instrumen tersebut, Zeny memiliki kewenangan faktual atas operasional permainan ikan-ikan.

Dalam wawancara, penyidik menyatakan bahwa operator mesin ikan-ikan pada umumnya diposisikan sebagai pihak yang menjalankan perjudian di tingkat lapangan karena ia yang berhubungan langsung dengan pemain. Apabila operator hanya disebut pembantu, maka peran aktifnya dalam transaksi chip dan penukaran hasil permainan menjadi tidak tergambarkan secara utuh.

Berdasarkan keseluruhan fakta, peran Zeny lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelaku langsung dalam tindak pidana perjudian mesin elektronik, karena ia menjalankan fungsi inti permainan. Akan tetapi, jika dilihat dari keberadaan Zona sebagai pengambil hasil dan Trias sebagai pemilik mesin, perannya juga dapat dianalisis dalam kerangka turut serta. Dengan demikian, kualifikasi pelaku dan turut serta lebih kuat dibandingkan pembantu.

Secara teoritis, pembantu hanya memberikan bantuan yang sifatnya mendukung, sedangkan pelaku atau turut serta menjalankan peran yang menentukan terlaksananya tindak pidana. Operator dalam perkara ini menjalankan fungsi yang menentukan, yaitu menerima uang, mengisi chip, mengoperasikan mesin, dan mengelola hasil. Oleh karena itu, kedudukan Zeny tidak tepat ditempatkan sebagai pembantu biasa.

Dengan demikian, peran operator mesin perjudian elektronik dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LP/A/05/V/2025/SPKT/Polres Langkat/Polda Sumatera Utara dapat dikualifikasikan terutama sebagai pelaku langsung, dan dalam hubungan dengan Zona serta Trias dapat pula dianalisis sebagai turut serta (medepleger) dalam usaha perjudian. Kualifikasi sebagai pembantu (medeplichtige) kurang tepat karena fakta BAP menunjukkan bahwa Zeny menjalankan fungsi inti dalam perjudian mesin ikan-ikan, bukan sekadar memberikan bantuan dari luar.

C. 
Penerapan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Operator Perjudian Mesin Elektronik dalam Praktik Penegakan Hukum di Polres Langkat
Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap operator perjudian mesin elektronik dalam praktik penegakan hukum di Polres Langkat pada dasarnya dilakukan dengan melihat peran konkret operator dalam menjalankan kegiatan perjudian. Berdasarkan hasil wawancara, penyidik menjelaskan bahwa operator tidak dipandang semata-mata sebagai orang yang menjaga mesin, tetapi sebagai pihak yang mengaktifkan mekanisme perjudian melalui penerimaan uang, pengisian chip atau argo, penukaran kemenangan, serta pengelolaan hasil permainan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap operator dibangun dari hubungan antara peran faktual, alat bukti, dan unsur tindak pidana perjudian.

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari dua unsur utama, yaitu adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan pada diri pelaku. Dalam konteks perkara operator mesin ikan-ikan, perbuatan pidana tampak dari tindakan menjaga dan menjalankan mesin judi, sedangkan kesalahan tampak dari kesadaran pelaku bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, praktik Polres Langkat dalam menilai operator sebagai subjek pertanggungjawaban pidana sejalan dengan teori dasar pertanggungjawaban pidana yang menuntut adanya perbuatan dan kesalahan.

Hasil wawancara dengan penyidik menunjukkan bahwa alasan utama operator diproses secara pidana adalah karena operator memiliki hubungan langsung dengan pemain. Operator menerima uang dari pemain, mengubah uang tersebut menjadi chip atau argo, serta menjadi pihak yang melayani penukaran kembali apabila pemain memperoleh kemenangan. Menurut penyidik, tanpa adanya operator, mesin memang ada secara fisik, tetapi tidak dapat berjalan sebagai sarana perjudian yang aktif.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat P.A.F. Lamintang yang menyatakan bahwa dalam tindak pidana perjudian, pihak yang memberi kesempatan atau menyediakan sarana bagi orang lain untuk bermain judi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, operator mesin perjudian elektronik dapat dipandang sebagai pihak yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk berjudi karena ia menyediakan akses teknis bagi pemain untuk menggunakan mesin.

Dalam wawancara, penyidik juga menegaskan bahwa posisi operator berbeda dengan orang yang hanya berada di lokasi perjudian. Seseorang yang hanya berada di lokasi belum tentu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak terbukti melakukan perbuatan aktif. Namun, dalam perkara operator mesin ikan-ikan, keterlibatan terlihat dari tindakan menjual chip, memegang kunci mesin, menerima uang, dan mengelola hasil permainan, sehingga peran operator bersifat aktif dan langsung.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, pertanggungjawaban pidana harus dibangun melalui hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan celaan hukum terhadap pelaku. Jika dikaitkan dengan hasil wawancara, celaan hukum terhadap operator muncul karena operator mengetahui bahwa perjudian dilarang, tetapi tetap menjalankan fungsi yang membuat permainan berjalan. Dalam hal ini, operator bukan sekadar alat dari pihak lain, melainkan subjek yang secara sadar mengambil bagian dalam perbuatan pidana.

Penyidik Polres Langkat dalam wawancara menjelaskan bahwa pembuktian terhadap operator tidak hanya diarahkan pada kepemilikan mesin, melainkan pada fungsi operasional yang dijalankan. Hal ini penting karena dalam praktik perjudian mesin elektronik, pemilik mesin sering tidak berada di lokasi, sedangkan operator adalah pihak yang berhubungan langsung dengan pemain. Oleh karena itu, meskipun pemilik mesin belum sepenuhnya terungkap, operator tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sendiri.

Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Adami Chazawi bahwa kesengajaan dapat dilihat dari pengetahuan dan kehendak pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan. Operator yang mengetahui bahwa perjudian dilarang, tetapi tetap menerima uang, menjual chip, dan mengelola permainan, menunjukkan adanya kesengajaan. Dengan demikian, unsur kesalahan tidak hanya dibuktikan dari pengakuan, tetapi juga dari rangkaian tindakan yang dilakukan secara sadar.

Berdasarkan hasil wawancara, penyidik menyatakan bahwa kunci mesin menjadi salah satu indikator penting untuk melihat penguasaan operator terhadap permainan. Orang yang memegang kunci mesin dapat membuka mesin, melihat rekap permainan, dan menghitung hasil keuntungan. Oleh karena itu, kunci tidak dipahami hanya sebagai barang biasa, tetapi sebagai alat yang menunjukkan adanya kontrol operator terhadap sarana perjudian.

Menurut Lilik Mulyadi, pembuktian perkara pidana harus dilakukan dengan menghubungkan fakta, alat bukti, dan unsur delik secara sistematis. Dalam perkara operator mesin elektronik, fakta bahwa operator memegang kunci, chip, uang, dan berada bersama mesin harus dihubungkan dengan unsur memberi kesempatan atau turut serta dalam perjudian. Dengan cara demikian, pembuktian tidak berhenti pada penemuan barang bukti, tetapi diarahkan pada penjelasan fungsi barang bukti dalam tindak pidana.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa penyidik melakukan pemeriksaan tambahan untuk memperjelas hubungan operator dengan pihak lain, seperti pemilik mesin dan pengutip hasil. Pemeriksaan tambahan diperlukan karena operator sering kali berada dalam struktur kerja perjudian yang melibatkan beberapa pihak. Dalam perkara Zeny, penyidik mendalami keterangan mengenai Trias sebagai pemilik mesin dan Zona sebagai pihak yang mengambil hasil permainan.

Menurut Frans Maramis, dalam penyertaan pidana, hubungan antarperan dapat dibaca dari keterkaitan faktual antara pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan pidana. Jika terdapat operator yang menjalankan mesin, pihak lain yang mengambil hasil, dan pihak yang disebut sebagai pemilik mesin, maka dapat terlihat adanya pembagian peran. Oleh karena itu, praktik penyidik yang menelusuri hubungan antara operator, pemilik mesin, dan pengutip hasil sesuai dengan pendekatan penyertaan dalam hukum pidana.

Dalam wawancara, penyidik menyebutkan bahwa kendala utama dalam praktik penegakan hukum terhadap operator perjudian mesin elektronik adalah pengembangan perkara kepada pihak yang berada di atas operator. Operator biasanya mengetahui nama panggilan atau perantara, tetapi tidak selalu mengetahui identitas lengkap pemilik mesin. Kondisi ini menyebabkan proses pengembangan perkara membutuhkan pendalaman lebih lanjut melalui pemeriksaan tambahan, penelusuran komunikasi, dan keterangan saksi lain.

Menurut M. Yahya Harahap, tujuan penyidikan adalah membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya berdasarkan bukti yang cukup. Dalam konteks perkara operator mesin elektronik, penyidikan tidak hanya berhenti pada penangkapan operator, tetapi harus berupaya menjelaskan bagaimana mesin digunakan, siapa yang mengoperasikan, bagaimana hasil permainan dikelola, dan apakah terdapat pihak lain yang terlibat. Oleh karena itu, pemeriksaan tambahan merupakan langkah penting dalam memperjelas konstruksi pertanggungjawaban pidana.

Penyidik juga menjelaskan bahwa dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana terhadap operator tetap dapat diterapkan meskipun pemilik mesin belum ditemukan. Hal ini karena tanggung jawab pidana bersifat pribadi dan melekat pada perbuatan masing-masing pelaku. Apabila operator terbukti menjalankan mesin, melayani pemain, menerima uang, dan mengetahui bahwa kegiatan tersebut adalah perjudian, maka operator tetap dapat diproses berdasarkan peran yang dilakukannya sendiri.

Pendapat tersebut sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana yang menekankan asas kesalahan. Menurut Teguh Prasetyo, seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana dan pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Dalam perkara operator mesin ikan-ikan, celaan tersebut muncul karena operator secara sadar mengambil bagian dalam kegiatan yang dilarang, meskipun ia bukan pemilik utama mesin.

Berdasarkan hasil wawancara, penyidik menyatakan bahwa alat bukti dalam perkara operator tidak hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi dari keterkaitannya. Keterangan saksi, pengakuan tersangka, mesin, chip, kunci, dan uang tunai harus saling mendukung. Apabila seluruh bukti tersebut menunjukkan bahwa operator menjalankan permainan dan mengelola transaksi, maka pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara lebih kuat.

Menurut Andi Hamzah, dalam hukum acara pidana, pembuktian harus diarahkan untuk menemukan kebenaran materiel. Artinya, penyidik tidak cukup membuktikan bahwa seseorang berada di lokasi perjudian, tetapi harus membuktikan perannya dalam peristiwa pidana tersebut. Dalam perkara operator mesin elektronik, kebenaran materiel diperoleh dengan membuktikan bahwa operator benar-benar menjalankan mesin, menerima uang, melayani pemain, dan mengelola hasil perjudian.

Dalam praktik penegakan hukum di Polres Langkat, pertanggungjawaban pidana terhadap operator juga diterapkan sebagai upaya mencegah perjudian mesin elektronik terus beroperasi di masyarakat. Penyidik memandang bahwa operator adalah pihak yang membuat mesin tersebut aktif digunakan oleh pemain. Oleh karena itu, memproses operator tidak hanya bertujuan menindak orang yang tertangkap, tetapi juga menghentikan operasional perjudian di lokasi tersebut.

Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap operator perjudian mesin elektronik di Polres Langkat dilakukan melalui penggabungan antara hasil pemeriksaan lapangan, wawancara penyidik, barang bukti, dan teori pertanggungjawaban pidana. Operator dipandang dapat dimintai pertanggungjawaban karena memenuhi unsur perbuatan aktif, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan keterlibatan dalam memberi kesempatan kepada orang lain untuk berjudi. Meskipun pengembangan terhadap pemilik mesin dan pengutip hasil masih menjadi tantangan, peran operator tetap cukup kuat untuk dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana.










� Wawancara dengan Dr. Herman F. Sinaga, Penyidik Polres Langkat, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Berita Acara Pemeriksaan Pelapor Sunariyo dalam perkara tindak pidana perjudian mesin jenis ikan-ikan, Laporan Polisi Nomor: LP/A/05/V/2025/SPKT Reskrim/Polres Langkat/Polda Sumatera Utara, tanggal 5 Mei 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Zeny Zanubah Arifah alias Zeny dalam perkara tindak pidana perjudian mesin ikan-ikan, Laporan Polisi Nomor: LP/A/05/V/2025/SPKT/Polres Langkat/Polda Sumatera Utara, tanggal 5 Mei 2025.


� Wawancara dengan Muhammad Arief, Penyidik Pembantu Polres Langkat, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi Syaiful Kaloko dalam perkara tindak pidana perjudian mesin jenis ikan-ikan, Laporan Polisi Nomor: LP/A/05/V/2025/SPKT Reskrim/Polres Langkat/Polda Sumatera Utara, tanggal 5 Mei 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lukman Santoso dalam perkara tindak pidana perjudian mesin jenis ikan-ikan, Laporan Polisi Nomor: LP/A/05/V/2025/SPKT Reskrim/Polres Langkat/Polda Sumatera Utara, tanggal 5 Mei 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka Zeny Zanubah Arifah alias Zeny dalam perkara tindak pidana perjudian mesin ikan-ikan, tanggal 25 Juni 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Zeny Zanubah Arifah alias Zeny dalam perkara tindak pidana perjudian mesin ikan-ikan, tanggal 5 Mei 2025.


� R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia, 2016), hlm. 222.


� Pasal 303 ayat (1) ke-2, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


� Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


� Pasal 426, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


� Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Zeny Zanubah Arifah alias Zeny dalam perkara tindak pidana perjudian mesin ikan-ikan, pertanyaan nomor 10, tanggal 5 Mei 2025.


� Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 59.


� Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Zeny Zanubah Arifah alias Zeny dalam perkara tindak pidana perjudian mesin ikan-ikan, pertanyaan nomor 1, tanggal 5 Mei 2025.


� Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hlm. 203.


� Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka Zeny Zanubah Arifah alias Zeny dalam perkara tindak pidana perjudian mesin ikan-ikan, pertanyaan nomor 18, tanggal 19 Mei 2025.


� Wawancara dengan Abdul Manan, Penyidik Pembantu Polres Langkat, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka Zeny Zanubah Arifah alias Zeny dalam perkara tindak pidana perjudian mesin ikan-ikan, pertanyaan nomor 17, tanggal 19 Mei 2025.


� Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 112.


� Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka Zeny Zanubah Arifah alias Zeny dalam perkara tindak pidana perjudian mesin ikan-ikan, pertanyaan nomor 28, tanggal 25 Juni 2025.


� Wawancara dengan Dr. Herman F. Sinaga, Penyidik Polres Langkat, mengenai motif ekonomi operator perjudian mesin elektronik, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 74.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sarianto dalam perkara tindak pidana perjudian mesin jenis ikan-ikan, Laporan Polisi Nomor: LP/A/05/V/2025/SPKT Reskrim/Polres Langkat/Polda Sumatera Utara, tanggal 23 Agustus 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sarianto dalam perkara tindak pidana perjudian mesin jenis ikan-ikan, pertanyaan nomor 5, tanggal 23 Agustus 2025.


� Wawancara dengan Muhammad Arief, Penyidik Pembantu Polres Langkat, mengenai unsur tanpa izin dalam perjudian mesin elektronik, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 213.


� Wawancara dengan Abdul Manan, Penyidik Pembantu Polres Langkat, mengenai perbedaan peran operator dan pemilik mesin, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka Zeny Zanubah Arifah alias Zeny dalam perkara tindak pidana perjudian mesin ikan-ikan, pertanyaan nomor 29, tanggal 25 Juni 2025.


� Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 94.


� Wawancara dengan Dr. Herman F. Sinaga, Penyidik Polres Langkat, mengenai bentuk pemberian kesempatan dalam perjudian mesin elektronik, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 286.


� Wawancara dengan Muhammad Arief, Penyidik Pembantu Polres Langkat, mengenai fungsi operator dalam permainan mesin ikan-ikan, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi Syaiful Kaloko dan Lukman Santoso dalam perkara tindak pidana perjudian mesin jenis ikan-ikan, tanggal 5 Mei 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka Zeny Zanubah Arifah alias Zeny dalam perkara tindak pidana perjudian mesin ikan-ikan, pertanyaan nomor 27, tanggal 25 Juni 2025.


� Wawancara dengan Abdul Manan, Penyidik Pembantu Polres Langkat, mengenai hubungan uang tunai dengan transaksi chip, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 188.


� Berita Acara Pemeriksaan Pelapor Sunariyo dan Saksi Sarianto dalam perkara tindak pidana perjudian mesin jenis ikan-ikan, tanggal 5 Mei 2025 dan 23 Agustus 2025.


� Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 59.


� Wawancara dengan Dr. Herman F. Sinaga, Penyidik Polres Langkat, mengenai proporsi peran operator dalam perkara perjudian mesin elektronik, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), hlm. 52.


� Wawancara dengan Muhammad Arief, Penyidik Pembantu Polres Langkat, mengenai tahapan pembuktian perkara perjudian mesin elektronik, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Wawancara dengan Abdul Manan, Penyidik Pembantu Polres Langkat, mengenai pemeriksaan tambahan terhadap tersangka, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 109.


� Wawancara dengan Dr. Herman F. Sinaga, Penyidik Polres Langkat, mengenai kesimpulan pertanggungjawaban pidana operator, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Wawancara dengan Dr. Herman F. Sinaga, Penyidik Polres Langkat, mengenai kualifikasi peran operator perjudian mesin elektronik, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Zeny Zanubah Arifah alias Zeny dalam perkara tindak pidana perjudian mesin ikan-ikan, pertanyaan nomor 4, tanggal 5 Mei 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Pelapor Sunariyo dalam perkara tindak pidana perjudian mesin jenis ikan-ikan, pertanyaan nomor 2, tanggal 5 Mei 2025.


� Pasal 303 ayat (1) ke-2, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


� Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka Zeny Zanubah Arifah alias Zeny dalam perkara tindak pidana perjudian mesin ikan-ikan, pertanyaan nomor 17, tanggal 19 Mei 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Zeny Zanubah Arifah alias Zeny dalam perkara tindak pidana perjudian mesin ikan-ikan, pertanyaan nomor 11, tanggal 5 Mei 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka Zeny Zanubah Arifah alias Zeny dalam perkara tindak pidana perjudian mesin ikan-ikan, pertanyaan nomor 18, tanggal 19 Mei 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Zeny Zanubah Arifah alias Zeny dalam perkara tindak pidana perjudian mesin ikan-ikan, pertanyaan nomor 5, tanggal 5 Mei 2025.


� Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 74.


� Wawancara dengan Abdul Manan, Penyidik Pembantu Polres Langkat, mengenai pembagian peran dalam perjudian mesin ikan-ikan, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka Zeny Zanubah Arifah alias Zeny dalam perkara tindak pidana perjudian mesin ikan-ikan, pertanyaan nomor 17, tanggal 19 Mei 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka Zeny Zanubah Arifah alias Zeny dalam perkara tindak pidana perjudian mesin ikan-ikan, pertanyaan nomor 18, tanggal 19 Mei 2025.


� Wawancara dengan Muhammad Arief, Penyidik Pembantu Polres Langkat, mengenai hubungan operator, pemilik mesin, dan pengutip hasil, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 72.


� Wawancara dengan Dr. Herman F. Sinaga, Penyidik Polres Langkat, mengenai kontribusi operator dalam usaha perjudian, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Zeny Zanubah Arifah alias Zeny dalam perkara tindak pidana perjudian mesin ikan-ikan, pertanyaan nomor 8 dan 10, tanggal 5 Mei 2025.


� Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hlm. 205.


� Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 59.


� Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka Zeny Zanubah Arifah alias Zeny dalam perkara tindak pidana perjudian mesin ikan-ikan, pertanyaan nomor 26 dan 27, tanggal 25 Juni 2025.


� Wawancara dengan Abdul Manan, Penyidik Pembantu Polres Langkat, mengenai perbedaan operator aktif dan pembantu pasif, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Teguh Prasetyo, Op. Cit., hlm. 61.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sarianto dalam perkara tindak pidana perjudian mesin jenis ikan-ikan, pertanyaan nomor 7, tanggal 23 Agustus 2025.


� Wawancara dengan Muhammad Arief, Penyidik Pembantu Polres Langkat, mengenai operator sebagai pengendali transaksi permainan, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Wawancara dengan Dr. Herman F. Sinaga, Penyidik Polres Langkat, mengenai operator sebagai pelaku lapangan dan bagian dari penyertaan, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 213.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi Syaiful Kaloko dalam perkara tindak pidana perjudian mesin jenis ikan-ikan, pertanyaan nomor 3, tanggal 5 Mei 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka Zeny Zanubah Arifah alias Zeny dalam perkara tindak pidana perjudian mesin ikan-ikan, pertanyaan nomor 27, tanggal 25 Juni 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka Zeny Zanubah Arifah alias Zeny dalam perkara tindak pidana perjudian mesin ikan-ikan, pertanyaan nomor 26, tanggal 25 Juni 2025.


� P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 286.


� Pasal 426, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


� Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka Zeny Zanubah Arifah alias Zeny dalam perkara tindak pidana perjudian mesin ikan-ikan, pertanyaan nomor 29, tanggal 25 Juni 2025.


� Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 94.


� Wawancara dengan Abdul Manan, Penyidik Pembantu Polres Langkat, mengenai kualifikasi pembantu dalam perkara operator mesin judi, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Wawancara dengan Muhammad Arief, Penyidik Pembantu Polres Langkat, mengenai konstruksi pelaku dan turut serta, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 113.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lukman Santoso dalam perkara tindak pidana perjudian mesin jenis ikan-ikan, pertanyaan nomor 4, tanggal 5 Mei 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Zeny Zanubah Arifah alias Zeny dalam perkara tindak pidana perjudian mesin ikan-ikan, pertanyaan nomor 8, tanggal 5 Mei 2025.


� Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), hlm. 52.


� Wawancara dengan Dr. Herman F. Sinaga, Penyidik Polres Langkat, mengenai pembeda pelaku dan pembantu dalam perkara operator mesin elektronik, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 188.


� Berita Acara Pemeriksaan Pelapor Sunariyo dalam perkara tindak pidana perjudian mesin jenis ikan-ikan, pertanyaan nomor 7, tanggal 5 Mei 2025.


� Wawancara dengan Muhammad Arief, Penyidik Pembantu Polres Langkat, mengenai operator sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan pemain, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Wawancara dengan Abdul Manan, Penyidik Pembantu Polres Langkat, mengenai perbandingan kualifikasi pelaku, turut serta, dan pembantu, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Wawancara dengan Dr. Herman F. Sinaga, Penyidik Polres Langkat, mengenai kedudukan operator sebagai pelaku inti dalam perjudian mesin elektronik, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Wawancara dengan Dr. Herman F. Sinaga, Penyidik Polres Langkat, mengenai kesimpulan kualifikasi peran operator dalam perkara LP/A/05/V/2025, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Wawancara dengan Dr. Herman F. Sinaga, Penyidik Polres Langkat, mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana operator perjudian mesin elektronik, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 59.


� Wawancara dengan Muhammad Arief, Penyidik Pembantu Polres Langkat, mengenai fungsi langsung operator terhadap pemain, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 286.


� Wawancara dengan Abdul Manan, Penyidik Pembantu Polres Langkat, mengenai perbedaan orang yang berada di lokasi dan operator aktif, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hlm. 203.


� Wawancara dengan Dr. Herman F. Sinaga, Penyidik Polres Langkat, mengenai fungsi operasional operator dibanding pemilik mesin, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 74.


� Wawancara dengan Muhammad Arief, Penyidik Pembantu Polres Langkat, mengenai kunci mesin sebagai indikator kontrol operator, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 188.


� Wawancara dengan Abdul Manan, Penyidik Pembantu Polres Langkat, mengenai pemeriksaan tambahan terhadap hubungan operator dengan Trias dan Zona, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 213.


� Wawancara dengan Dr. Herman F. Sinaga, Penyidik Polres Langkat, mengenai kendala pengembangan perkara kepada pemilik mesin, pada tanggal 6 Mssei 2026 di Polres Langkat.


� M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 109.


� Wawancara dengan Muhammad Arief, Penyidik Pembantu Polres Langkat, mengenai tanggung jawab pribadi operator meskipun pemilik mesin belum ditemukan, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 59.


� Wawancara dengan Abdul Manan, Penyidik Pembantu Polres Langkat, mengenai keterkaitan alat bukti dalam perkara operator mesin ikan-ikan, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 120.


� Wawancara dengan Dr. Herman F. Sinaga, Penyidik Polres Langkat, mengenai tujuan penindakan operator dalam menghentikan operasional perjudian mesin elektronik, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Wawancara dengan Abdul Manan, Penyidik Pembantu Polres Langkat, mengenai kesimpulan penerapan pertanggungjawaban pidana operator mesin elektronik, pada tanggal 6 Mei 2026 di Polres Langkat.
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